PENCATATAN PERKAWINAN DALAM KITAB FIKIH DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(ANALISIS PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYAR'AH)

Qi

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

SEHABUDIN
09360020

PEMBIMBING:

H.WAWAN GUNAWAN, M.AQ.
NIP. 19651208 199703 1 003

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2013



ABSTRAK

Dalam rangka upaya penertiban perkawinan dan memalisir praktik
perkawinan di bawah tangasirfi) di Indonesia, pemerintah mensyaratkan dua
persyaratan perkawinan: pertama, syarat matenml, kd@ua syarat administratif.
Syarat materil adalah syarat yang melekat padapsetikun nikah. Baik yang
diatur dalam fikih maupun yang diatur dalam perung@den-undangan. Sedangkan
syarat administratif adalah syarat yang berhubunglamgan pencatatan
perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur di dalasalP2 ayat (2) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: “Tiggpperkawinan dicatat
menurut peraturan perundang-undangan yang berl&lari.tata cara pencatatan
perkawinannya diatur di dalam Peraturan PemeritNamor 9 Tahun 1975,
mulai dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 13. Adaeyanpbahan pencatatan
perkawinan sebagai syarat sebuah perkawinan melkarbukontroversi di
kalangan pakar hukum Indonesia. Kontroversi inisdiu sisi disebabkan oleh
penafsiran terhadap Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUBisdlain, karena perbedaan
penafsiran terhadap konse@limah dan surat al-Bagarah (2): 282, keharusan
adanya pencatatan perkawinan dalam bidang muanfdsityusun tertarik untuk
meneliti konsep pencatatan perkawinan yang adaldind Kitab Fikih dan UU
No0.1/1974.

Penelitian ini merupakalibrary researchatau penelitian kepustakaan yaitu
penelitian dengan mengutamakan bahan perpustakdaga sumber utamanya.
Terknik pengumpulan data penelitian ini berupa iskapustakaan yang terdiri
dari data primer, sekunder, dan tersier. Penelipastaka ini lebih bersifat
deskriptif-analisis dan komparatif. Deskriptif yaitu menggambarkan tentang
pencatatan perkawinan, sedangkaralisis dan komparatif yaitu menganalisis
konsep pencatatan perkawinan dalam Kitab Fikih dd#h No.1/1974 dan
urgensinya bagi para pelaku perkawinan di bawabatardengan pisau analisis
madisid asy-syarah. Metode analisis data yang digunakan adaldhksi, yaitu
berangkat dari praktik perkawinasirri kemudian diambil kesimpulan yang
bersifat umum, sesuai atau tidak sesuaikah dengamgsid asy-syarah
pencatatan perkawinan bagi pelaku perkawsiam Lalu, pendekatan penelitian
ini dilakukan dengan pendekatan normatif yaitu dretbhskan al-Qur’an dan al-
Hadis.

Berdasarkan hasil penelitian, pencatatan perkawdlaéam Kitab Fikih dan
UU No0.1/1974 dengan menggunakan analmeqzsid asy-syarah, esensinya,
perintah pencatatan perkawinan dalam kitab fikilntuts secara implisit,
sedangkan dalam UUP tertulis secara eksplisit. [patatatan perkawinan (akta
nikah) bagi pasangan yang akan melangsungkan pedavkhususnya bagi
pelaku perkawinan di bawah tangan sangat sesugadetujuan syarak. Akta
nikah dapat memelihara dan menjaga agama, jiwa, leéairunan, dan harta di
depan hukum apabila terjadi permasalahan dalamatggdu Dengan demikian,
kemaslahatan rumah tangga (keluarga harmonis dath)alapat tercapai.
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MOTTO
Scribo Ergo Sum.

(Aku Menulis Maka Aku Ada)

Tafakkur dalam Renungan,
Bersyukur dalam Ucapan dan Tindakan,
Berdoa dalam Setiap Keadaan,

Bahagia dalam Hiruk Pikuk Kehidupan.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalamypsanan skripsi ini

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menterm#&gdan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik

0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya sebaghkit:

A. Konsonan Tunggal

Indonesia NomtB8/1987 dan

Huruf Arab Nama Huruf latin Keterangan

\ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba' B Be

< Ta' T Te

& Sa' S Es (dengan titik di atas
z Jm J Je

z Ha' H Ha (dengan titik di bawakh
z Kha' Kh Ka dan Ha

2 Dal D De

3 Zal Z Zet (dengan titik di atas)
J Ra' R Er

J Zai Z Zet

o Sin S Es

o Syin Sy Es dan Ye
U= Sad S Es (dengan titik di bawah
o= Dad D De (dengan titik di bawal
L Ta' T Te (dengan titik di bawah
L 7a' Z Zet (dengan titik di bawal
& ‘Ain Koma terbalik di atas

N—r

Xi



¢ Gain G Ge
s Fa' F Ef
S Qaf Q Qi
S Kaf K Ka
J Lam L El
B M1m M Em
O Nin N En
B Wawia W We
° Ha' H Ha
e Hamzah Apostrof
S Ya' Y Ye

Konsonan Rangkap
Konsonan rangkap yang disebablmddalditulis rangkap.

Contoh : &; ditulis waliyyun.

i ditulis upilla.

Vokal Pendek

Fathah( _~ )ditulis a,Kasrah ( __ ) ditulis i, Dammah( _" ) ditulis u.

Contoh: Jss= ditulis ja’ala
f\; ditulis ‘alima

Sl ditulis ‘abgadu
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D. Vokal Panjang
Bunyi a panjang ditulig, bunyi i panjang dituli$, u panjang ditulisi.
1. Fathah + alif

Sl ditulis fatzba

2. Kasrah + ya mati
BoF ditulis tazwjun

3. Dammah + wawu mati

3.2

05 ditulis yaziju

E. Vokal Rangkap
1. Fathah + ya mati
o] ditulisilaiha
2. Fathah + wawu mati

"@fj ditulis jauzun

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisakan dengan
Apostrof

Contoh:;jﬁﬁ ditulis a’antum
&l ditulis widdat

G. Ta’' Marbutah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h. Kata ini tidak diperlukdragi kata-kata Arab
yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, sepkatj zakat dan

sebagainya, kecuali bila dikehendiifaz aslinya.
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Contoh:¥c ditulis ‘illah

2. Bila diikuti kata sandang ‘al’ serta bacaan keduwaterpisah, maka
ditulis dengan h.

Contoh:,\g;,‘zi\ fi;.\;u./ ditulis bidayah al-mujtahidi.

H. Kata Sandang Alif + Lam
1. Bila diikuti huruf Qamariyyahditulis ‘al’.

ol ditulis al-magisidu

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyahditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyalyang mengikutinya, dengan menghilangkan hurufél)
nya.

CKJ\ ditulis an-nikahu
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BAB |
PENDAHUL UAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahaity ysebuah ikatan
atau akad yang sangat kuatiagan gatzan) * antara pria dan wanita. Kesadaran
terhadap makna akad ini, memberikan kontribusi ylaespr dalam membentuk
terwujudnya hubungan suami istri yang bahagia dakalkberdasarkan syariat
agama. Oleh karena itu, pasangan suami istri yaken anelangsungkan
perkawinan harus memperhatikan prosedur-prosecad akah, baik ketentuan
dalam hukum Islam maupun ketentuan resmi yang ldigran pada masyarakat
muslim Indonesia berupa Undang-undang Nomor 1 Tali9@4 tentang
Perkawinan.

Hukum Islam secara eksplisit tidak mengatur tenfsercatatan perkawinan,
kecuali yang berhubungan dengan transaksi muandaajurkan oleh al-Qur’an

supaya dicatat.
? oSl a2 s B sl ) L

Dalam pada itu, para imam mazhab tidak membahaa puhsalah
pencatatan perkawinan, selain tidak ada dalil yapgganjurkan, juga pencatatan

perkawinan belum dipandang sesuatu yang sangaingesekaligus belum

! Djamaan NurFigih Munakahat cet. ke-1 (Semarang: CV. Toha Putra Semarand3)199
him. 5.

2 Al-Bagarah (2): 282.



dijadikan sebagai sebuah alat bukti otentik terhasibuah perkawinahViereka
hanya menetapkan 5 rukun perkawinan: calon mempelaita, calon mempelai
pria, wali nikah, dua orang saksi, dgigatijab gahil.* Ketentuan ini berimplikasi
pada maraknya praktik nikadirri > atau nikah di “bawah tangan” di Indonesia.

Namun demikian, UU No. 1/1974 tidak mensahkan jpaimansirri, karena
sebagai warga negara Indonesia, umat Islam jugatdit untuk menjadi warga
negara yang baik, dengan mentaati perundang-uadangng berlaku. Karena
itu, orang yang melakukan nikagirri, dalam pandangan perundang-undangan
tetap disamakan dengan orang yang melakukan hubuhdaar nikah. Bahkan,
jika dari mereka lahir anak, anak tersebut jugauklimi sebagai anak di luar
nikah?

Lebih lanjut, UU No. 1/1974 mengatur dua syaratkgeinan yakni:
Pertama, syarat materil, dan kedua syarat adnatifstiSyarat-syarat materil
adalah syarat yang melekat pada setiap rukun naik.yang diatur dalam fikih

maupun yang diatur dalam perundang-undangan. Skaangyarat administratif

% Baharuddin AhmadHukum Perkawinan di Indonesia: Studi Historis Metlogjis cet.
ke-1 (Jambi: Syari'ah Press IAIN STS Jambi, 2068). 80-81.

* Ijab pernyataan baik berupa kata-kata, tulisan, ataarasyang mengungkapkan adanya
keinginan terjadinya akad yang dilakukan oleh pilvaddi mempelai wanita atau wakilnya,
sedangkamahil dilakukan oleh mempelai pria atau wakilnya. Li#didul Aziz Muhammad
Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwiaigh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talgken;.
Abdul Majid Khon, cet. ke-1 (Jakarta: Amzah, 200B)n. 59. Bandingkan Mahmud Yunus,
Hukum Perkawinan dalam Islam: Menurut Mazhab Skafianafi, Maliki, dan Hanbalicet. ke-5
(Jakarta: P.T. Hidayakarya Agung, 1975), him. 1.

® Nikah sirri adalah nikah yang secara sengaja dirahasiakarpiiak-pihak yang terlibat
dalam pernikahan tersebut. Dengan bahasa lain,ikpban yang dilangsungkan di luar
sepengetahuan petugas resmi (PPN/Kepala KUA). t Lilaoiruddin NasutionHukum Perdata
(Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan HukuenkBwinan di Dunia Muslim(Yogyakarta:
ACAdeMIA+ TAZZAFA, 2008), him. 328.

® A. Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai, dRmjuk
menurut Hukum Islam UU Nomor 1/197Bandung: Al Bayan, 1994), him. 22.



adalah syarat yang berhubungan dengan pencatathawiean.” Kaitannya
dengan pencatatan perkawinan disebutkan, “Tiapgtaawinan dicatat menurut
peraturan perundang-undangan yang berldkiBementara dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang merupakanyvaratentang pelaksanaan
UU No. 1/1974 disebutkan, “Pencatatan perkawinani daereka yang
melangsungkan perkawinannya menurut agama Isldakuian oleh Pegawai
Pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-umdtamgr 32 Tahun 1954
tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk”.

Sehubungan dengan penambahan syarat-syarat peakawln dalam
perundang-undangan ini, menimbulkan kontroversi diilam masyarakat
Indonesia® Kelompok yang pro secara umum adalah, kelompgkrsadan ahli
hukum yang selama ini tunduk dan melaksanakan panka berdasarkan hukum
perdata. Mereka berpendapat, saat mulai sahnyaawiekn adalah setelah
pendaftaran pencatatan perkawindh.Sementara, kelompok yang kontra
umumnya dipegang oleh kaum Muslim tradisionalis daga banyak ahli

hukum?!? menurutnya, saat mulai sahnya perkawinan bukaa gaat pendaftaran

"Ahmad Rafig,Hukum Islam di Indonesjalalam Baharuddin Ahma#{ukum Perkawinan
di Indonesiahlm. 11.

8 pasal 2 ayat (2).

° Pasal 2 ayat (1).

19 Baharuddin Ahmadilukum Perkawinan di Indonesialm. 14.

! Beberapa pemikir atau ahli hukum yang pro danreoterhadap pencatatan perkawinan:
ahli hukum yang pro, misalnya: Soenarto Soerodibrdflohd. Idris Ramulyo, Saidus, dan
Khoiruddin Nasution. Sementara yang kontra, sepkrtl. Hasbullah Bakry, Bagir Manan, dan

Neng Djubaidah. Lihat Khoiruddin NasutidAukum Perdata (Keluarga) Islarhjm. 352-358.

2 1bid., him. 355.



atau pencatatan; pendaftaran tersebut hanyalahsifiadministratif belakd®
Sedang saat mulai sah perkawinan adalah saat itéjgéd kabul** Hal ini
sebagaimana dikemukakan sebelumnya adalah disebalsyarat-syarat
perkawinan tersebut tidak diatur dalam fikih.

Apabila ditelaah dari segi tujuan pencatatan penkamy aturan-aturan itu
bertujuan untuk menjamin tertibnya penyelenggaedad nikah, dan yang lebih
utama melindungi kepentingan-kepentingan suamii iggtika menjalani
kehidupan berumah tangga. Suami istri dapat menMawkbahwa mereka adalah
pasangan yang legal di mata hukum Islam maupunraegan berhak pula
mendapatkan perlindungan negara baik berkaitan ahenidentitas seperti
pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarggyd?asAkta Kelahiran anak,
ataupun berkaitan dengan politik yaitu berhaknyanberikan suara atau dipilih
pada pemilihan umurt.

Apabila tujuan pencatatan perkawinan dianalisisgdermagisid asy-
syar’ah, tujuan pencatatan perkawinan di atas mengandweigpikan dan
menghindari kesulitan bagi suami istri dan anakkaya di dalam rumah tangga.
Dengan bahasa sederhana, pencatatan perkawinanmelraungi lima unsur
pokok kehidupan para pihak yang terlibat atau dkdai perkawinan, yaitu:

agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

3bid., him. 355. Lihat Neng DjubaidatiPencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak
Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dankdm Islam cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika,
2010), him. 214.

14 Khoiruddin NasutionHukum Perdata (Keluarga) Islarhjm. 355.

!5 Abdul Helim, “Membaca Kembali Eksistensi Pencatafkad Nikah dalam Perspektif
Ushul Fikih,” http://abdulhelim.com, diakses 19 Jarn 2013.



Berpijak dari uraian di atas, penyusun merasa t@igwntuk melakukan
kajian ilmiah terhadap pencatatan perkawinan dengaodel penelitian
komparatif. Kemudian kajian ilmiah itu penyusun mangkan dalam judul,
“Pencatatan Perkawinan dalam Kitab Fikih dan Unddndang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan (Analisis PerspaWtigisid asy-Syarah)”. Penelitian
ini dirasakan sangat perlu baik dalam tataran t@axpun aplikasi sebagai respon

terhadap fenomena hukum perkawinan yang terjaldiddinesia.

B. Pokok Masalah

Sebagai upaya sistematisasi pembahasan, maka pesahaini didasarkan

kepada permasalahan yang dapat dirumuskan sel&daitb

1. Bagaimana konsep pencatatan perkawinan dalam Kitab dan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 serta implikasinya teapgoemikiran para
pakar hukum?

2. Dengan analisismadgisid asy-syarah, bagaimana urgensi pencatatan

perkawinan bagi pelaku perkawinan di bawah tangari )?

C. Tujuan dan Kegunaan
Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep pencatatan perkawinan d&aab Fikih dan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan implikasirgrdadap corak
pemikiran para pakar hukum Indonesia.

2. Untuk mendapatkampointed explanatior{penjelasan yang tajam) tentang

urgensi pencatatan perkawinan dalam Kitab Fikih damang-undang



Nomor 1 Tahun 1974 perspektifiagisid asy-syarah bagi pelaku nikah

sirri.

Adapun dari penelitian ini diharapkan dapat dianbeberapa kegunaan, di
antaranya:

1. Secara teoritis: bisa dijadikan sebagai salah satuber diskusi dalam
mengkaji pencatatan perkawinan dalam perspektfyisid asy-syarah
dalam kajianuszl al-figh khususnya dalam diskursusugiranah al-
maahib wa al-hukm.

2. Secara praktis: sebagai wawasan bagi kalangan rmkadghli hukum, dan
masyarakat Islam sejauh mana pentingnya pencgtetkawinan di depan

hukum.

D. Te€aah Pustaka

Permasalahan dalam penelitian ini berhubungan dengencatatan
perkawinan. Untuk memecahkan permasalahan terseiaita perlu ditelaah
literatur-literatur yang membahas tentang topiksdbut. Literatur-literatur itu
akan berguna sebagai bahan rujukan dan pertimbadgi@m menyelesaikan
permasalahan yang akan dikaji.

Muhammad Anis Afigi dalam skripsinya, “Hukum Peratah Perkawinan
Dilihat dari Segi Magsid al-Syari’ah: Antara Figh Munakahat dan UU No. 1
Tahun 1974”. Skripsi inimengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap

pencatatan perkawinan. Secara substansi, penéfitibarsifat penelitian empirik,



meneliti praktik nikahsirri di kalangan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga serta
dampak positif dan negatif nikafiri.*°

Kemudian, skripsi yang lain karya Adib Bahari bdgl “Analisis Atas
Ketentuan Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Raacahipdang-Undang
Perkawinan Tahun 1973 dan Undang-Undang Nomor umd®74 Tentang
Perkawinan’ Dalam skripsinya peneliti mencoba menelaah ketentwkum dan
dasar pemikiran ketentuan pencatatan perkawinamdBUU Perkawinan Tahun
1973, UU Nomor 1/1974, pandangan hukum Islam, dakiof-faktor yang
mempengaruhi perubahan ketentuan pencatatan pedawdalam RUU
Perkawinan Tahun 1973.

Lalu, Mahsun Musthofa dalam skripsinya mengkaji dddukan Pencatatan
Perkawinan pada Pembuktian Asal-Usul Anak”. Mahkaloih menitik beratkan
pada Maslahah Mursalahsebagai dasar pemberlakuan pencatan perkawinan
dalam pembuktian asal-usul anak yang lahir dakgweinan.

Dalam bentuk buku, Neng Djubaidah menulis dengatuljdPencatatan
Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Huk@rertulis di Indonesia
dan Hukum Islam”. Substansinya, penulis mencoba deskripsikan dan
menjelaskan konsep pencatatan perkawinan dalamnhuklam dan hukum

tertulis di Indonesia, seperti: UU No. 22 Tahun @%dntang Pencatatan Nikah,

® Muhammad Anis Afigi, “Hukum Pencatatan Perkawiritihat dari Segi Madggsid al-
Syari’ah: Antara Figh Munakahat dan UU No. 1 Tati@v4,” Skripsi Fakultas Syari'ah UIN
Sunan Kalijaga (2008), him. 3.

Y"Adib Bahari, “Analisis Atas Ketentuan Hukum PentaaPerkawinan dalam Rancangan
Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973 dan Undang+n®omor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan,’SkripsiFakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijagal@0 him. 5.

¥Mahsun Musthofa, “Kedudukan Pencatatan Perkawinagia pPembuktian Asal-Usul
Anak,” SkripsiFakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga (2001), hB3.



Talak, dan Rujuk, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Reikan, KHI, UU No. 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, denc&atan Perkawinan
dalam RUU-HM-PA-BPkwn Tahun 2007.

Terakhir, “Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonedéan Perbandingan
Hukum Perkawinan di Dunia Muslim” karya KhoiruddWasution. Dengan data-
data yang komplit, penulis dengan apik menyajikaonskep pencatatan
perkawinan dalam Islam dan perundang-undangan.inSeta, pencatatan
perkawinan tersebut dianalisis dengan analisis kaasb tematik dan holistik.
Dengan analisis tersebut pencatatan perkawinarnt ddgdahui manfaatnya bagi
para pihak yang terlibat dalam dan akibat dari peikan?®

Setelah penyusun menelaah dan mengkaji karya-kigias, kajian secara
spesifik tentang pencatatan perkawinan dalam Khiikih dan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 belum banyak yang melakukarnh ®égena itu, penyusun
tertarik untuk mengkaji eksistensi pencatatan peirkan dalam Kitab Fikih dan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan menggunpisau analisis

Maqasid asy-Syarah.

E. Kerangka Teoretik

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas tuenkgtentuan
pencatatan perkawinan. Pada Pasal 2 ayat (2) undatang tersebut dinyatakan
bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peratyperundang-undangan yang

berlaku. Dalam pada itu, Dian Mustika menyatakahwaa walaupun masalah

9 Neng DjubaidahPencatatan Perkawinajm. 209-233.

2 Khoiruddin NasutionHukum Perdata (Keluarga) Islarhm. 370.



pencatatan perkawinan ini hanya diatur oleh sa#, ajamun masalah pencatatan
ini sangat dominan. Hal ini akan tampak dengarsjdilam tata cara perkawinan
yang semuanya berhubungan dengan pencdtatan.

Lebih lanjut, di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tegtgqelaksanaan
undang-undang perkawinan pada Pasal 3 ayat 1 dkgmat “Setiap orang yang
akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kakeyd kepada Pegawai
Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan”.

Khusus bagi umat Islam di Indonesia, pencatatakaggnan diatur secara
tersendiri dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 yarenyatakar?

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyardktam, setiap

perkawinan harus dicatat.

2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) ##éakoleh Pegawai

Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Unalad@ng Nomor
22 Tahun 1946 Jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.
Selanjutnya pada Pasal 6 ditegaskan:
1. Untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 5, setiap \wer&a harus

dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawagmawiBePencatat
Nikah.

2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Ped@evecatat nikah
tidak mempunyai kekuatan hukum.
Dari beberapa ketentuan yang telah dikemukakaihatebahwa pencatatan
perkawinan merupakan persyaratan formil sahnyaapérian. Persyaratan ini
bersifat prosedural dan administratif. Terkait cangal ini, A. Mukti Arto, lalu

dikutip oleh Dian Mustika, menjelaskan bahwa syagtkawinan dianggap sah

bila memenuhi dua persyaratdPertama, memenuhi ketentuan hukum materil,

2! Dian Mustika, “Pencatatan Perkawinan dalam Unddndang Hukum Keluarga di
Dunia Islam,” http://online-journal-unja.ac.id, dges 21 Januari 2013.

22 Tim Citra UmbaraUndang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun IB&dtang
Perkawinan & Kompilasi Hukum Islarmaet. ke-7 (Bandung: Citra Umbara, 2011), him. 229.
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dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun merultim Islam.Kedug
memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah ditata pada Pegawai Pencatat
Nikah yang berwenang. Bentuk perkawinan yang hangeenuhi persyaratan
materil, dianggap tidak pernah ada atau tidak digkementara perkawinan yang
hanya memenuhi syarat formil, dapat dibatalkan.gaandemikian, perkawinan
baru dianggap sempurna, jika telah memenuhi sgammtrukun hukum Islam dan
telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang dreamg.

Walaupun secara ideal, perkawinan baru dianggapwea apabila telah
memenuhi syarat materil dan formil yang telah ditkan, namun realita yang
terjadi di tengah masyarakat masih menempatkanapeian perkawinan sebagai
sesuatu yang kurang penting. Hal ini ditandai dengasih banyaknya praktik
nikahsirri. %

Banyaknya praktik nikahsirri di Indonesia, pada hemat penyusun
merupakan implikasi dari perbedaan interpretasa g@mikir, tokoh, dan ahli
hukum terhadap pencatatan perkawinan yang ada datain fikih dan UUP.
Pemikir dan pakar hukum yang kontra dengan peracatsrkawinan berargumen
bahwa secara tekstual al-Quran dan al-Hadis tide@ngungkapkan tentang
pencatatan perkawinan. Al-Quran hanya memerintahlkagar dicatatkan
transaksi utang piutang sebagaimana disebutkamdaleat al-Bagarah (2): 282:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermlaménelakukan

hubungan keperdataan) tidak secara tunai untukuwvg&hg ditentukan,

hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah segranglis diantara
kamu menuliskannya dengan benar.

3 Dian Mustika, “Pencatatan Perkawinan,” akses tahgg Januari 2013.
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Lebih lanjut, mereka berargumen bahwa dalam kitab, frukun dan syarat
perkawinan hanya terdiri dari calon suami dan igmng akan melakukan
perkawinan, adanya wali dari pihak calon pengamtamita, adanya dua orang
saksi,sigah aqd an-nikh. Sementara syarat perkawinan, secara garis besar, ad
dua: pertama laki-laki dan perempuannya sah untuk dinikahirtilya kedua
calon pengantin adalah orang yang bukan haram atinilbaik karena haram
untuk sementara atau selamanyadua,akad perkawinannya dihadiri oleh para
saksi.

Selain itu, pakar hukum yang kontra juga menyatdkamva mengatakan
bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 TaBuA harus dipisahkan
dari Pasal 2 ayat (2). Dengan adanya pemisahaafgopem itu, akhirnya mereka
menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bukanlaat Sghnya perkawinan.

Oleh karena itu, para pakar hukum yang kontra megmggp bahwa
pencatatan perkawinan hanya sebagai syarat adratifissaja. Perkawinan sah
ketika memenuhi persyaratan perkawinan yang dikamtu agama dan

kepercayaannya.

Berbeda dengan pakar hukum yang pro, pencatatarkaviean
dianalogikan dengan pencatatan dalam bidang mubmislah. Idris Ramulyo
berpendapat bahwa pencatatan perkawinan didas&eqaeda tafsiran analogi
dari surat al-Baqgarah (2): 282, bahwa untuk muamséga, yaitu mengenai utang
piutang dan perjanjian dalam waktu yang lama diftkan kesaksian dua orang

saksi laki-laki yang adil dan dituliskan denganraeg penulis yang dipercayai,
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lebih-lebih untuk perkawinan yangisagan gakzan dan untuk waktu yang

langgend’

Selain itu, pakar hukum yang pro mengakui pencatperkawinan tidak
disebutkan juga secara konkrit dalam sejumlah durid@bi Muhammad Saw.
yang ada hanya tradisilan an-nikzh (mengumumkan perkawinan kepada
masyarakat setempat) Namun, menurut pendapat yang kudlan an-nikih
merupakan salah satu syarat sahnya akad nikamyArtapabila pernikahan tidak
diumumkan, maka pernikahan tersebut tidak sah. uteagan tersebut untuk
mendapatkan pengakuan dan jaminan hak terhadamgaesauami istri dari

masyarakat.

Seiring dengan kemajuan administrasi dan ketataaaga bentuk
pengakuan dan jaminan di masa sekarang muncul dadstuk tulisan berupa
akta nikah. Dengan ungkapan lain oleh Khoiruddinstian, konteks dari
pengumuman kepada masyarakat sebagai sarana pangiku penjaminan hak
adalah bagi masyarakat komunal yang terbiasa deliggan Sementara konteks
akta nikah juga sebagai sarana pengakuan dan peajaiak bagi masyarakat

tulis 2®

4 Mohd. Idris RamulyoTinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tal@ird
dari Segi Hukum Perkawinan Islarfdakarta: Ind-Hillco, 1986), him. 97.

% d‘ i e L i e f1 Gse o el as e ) ;Luj ale j,a A Jguny 3
Malaggly 41l AV e . cad e 8lg o3y e sl gy
Lihat Abi ‘Tsa Mthammad bin Tsa bin Saurah at-Tirfi, Sunan at-Tirmiz, (Beirit: Dar

al-Fikr, 1980), II: 348, hadis nomor 1097, “&lit an-Nikih,” “B ab Ma Jaa’ fi al-Walimah.” Hadis
ini menurut ‘Al ‘Tsa merupakan hadisisansahih.

% Khoiruddin NasutionHukum Perdata (Keluarga) Islarhjm. 367.
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Argumen lain yang mereka kemukakan adalah pencatptakawinan
merupakan faktor penunjang terwujudnya tujuan dektifitas UU No. 1/1974.
Juga mereka mengatakan bahwa Pasal 2 ayat (1)2)ladalem UUP tersebut
tidak dapat dipisahkan. Bila salah satu lepas, mg&ag lain berkurang

kekuatannya bahkan hilang sama sekali.

Terlepas dari kontorversi pakar hukum, dalam kahysah ini penyusun
mencoba menganalisis pencatatan perkawinan dengasefxmagisid asy-

syafn’ah versi asy-S#tibi.

Secara etimologimadisid asy-syarah merupakan gabungan dua kata:
Magasid (.-is) dan asy-Syarah (i 2)). Magasid adalah bentuk plural dari
magad (.z),”’ gasd (ws), magid (s) atau qusid (s,s) yang merupakan
derivasi dari kata kerjgasada-yagudu (.- -.3) dengan beragam makna, seperti

menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adiltdak melampau batas, jalan
lurus, tengah-tengah antara berlebihan dan kekarefig
Sementara itusyaf’ah yang secara etimologis bermakna jalan menuju

sumber air(:W 4\ e S p2lsl ¥° dalam terminologi fikih berarti hukum-hukum

yang disyari’atkan oleh Allah untuk hamba-Nya, bgéig ditetapkan melalui al-

21 Menurut asy-Sitibi sebagai yang dikutip dari ungkapannyao{note kedua dalam
karyanya)i.az, sl s gl 52y, 0k & 2ol (Al-magzsid: bentuk plural darmagad, yaitu sesuatu
yang dituju). Lihat Ab Ishag Ibrahim bin Masa bin Miammad al-Lakhm asy-S¥ytibi, Al-
Muwafagat, (Riyad: Dar Ibn al-Qayyim, 2006), II, him. 7.

8 Ahmad Imam MawardiFigh Minoritas: Figh al-Agliyyit dan Evolusi Madsid asy-
Syar’ah dari Konsep ke PendekatafYogyakarta: LKiS, 2010), him. 178-179.

2 |bn Maryur al-Ansari al-Ifrigi, Lisan al-‘Arab, (Beirit: Dar al-Kutub al-‘llmiyyah, 2009),
VI, him. 209.
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Quran maupun as-Sunnah yang berupa perkataanugiary atau ketetapan

Nabi°

Dalam definisi yang lebih singkat dan umum, asyt®y menyatakan
bahwa sesungguhnysyar’ah itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan
manusia di dunia dan akhirat. Dengan ungkapan yaimgdikatakan bahwa

hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba.

Kemaslahatan oleh asy-&ipi dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:

1. Maagasid asy-Syri’ (Tujuan Allah)

2. Magasid al-Mukallaf (TujuanMukallaf).*?

Maqasid asy-Syarah dalam artiMagasid asy-Sygri’ mengandung empat
aspek. Keempat aspek itu adafah:

1. Tujuan awal dari syariat adalah kemaslahatan mandisdunia dan

akhirat.
2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.

3. Syariat sebagai sesuatu huktakl:f yang harus dilakukan.

%0‘Abd Karim Zaydin, Al-Madkhal li Dirgsah al-Syatah al-Islamiyyah dalam Ahmad
Imam Mawardifigh Minoritas,him. 179.

31 Asy-Syatibi, Al-Muwafagat, him. 7-8.

% para ulamaJsil al-Figh mendefiniskanrmukallaf sebagai orang yang dibebani hukum
(mahkum ‘alail), dalam bahasa sederhana, subyek hukum. Dasarepamdn hukumtgkiz)
kepadamukallaf adalah akal dan pemahaman. Sehingga tidak heran ka&bagian besar para
pakarUsal al-Figh berpendapat bahwa seseorang baru bisa dibebannhaabila ia berakal dan
dapat memahami secara b&aklif yang ditujukan kepadanya. Maka orang yang tidak bedum
berakal dianggap tidak bisa memahaakilif Syari’ (Allah dan Rasul-Nya). Termasuk ke dalam
golongan ini, adalah orang dalam keadaan tidur,ulalupa, dan hilang akal. Penjelasan lebih
lengkap lihat Rahmat Syafelilmu Ushul Figh untuk UIN, STAIN, PTAIS8et. ke-3 (Bandung:
Pustaka Setia, 2007), him. 334-335.

3 Asy-Syatibi, Al-Muwafagat, him. 8.
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4. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawalgaaurukum.

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan haki&gisid asy-syarah.
Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agaratsydapat dipahami
sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnypekAsketiga berkaitan
dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariamdedagka mewujudkan
kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuwausia melaksanakannya.
Aspek terakhir berkaitan dengan kepatuhan manesiagaimukallaf di bawah
dan terhadap hukum-hukum Allah. Atau dalam istij@mg lebih tegas aspek
tujuan syariat berupaya membebaskan manusia damngan hawa nafsii.

Lebih lanjut, berkaitan dengan aspek keempaggisid asy-syarah
bertujuan untuk membebaskan manusiari kekangan hawa nafsu, atau dengan
bahasa singkat, mencapai kemaslahatan. Dan keratsiaktu dapat diwujudkan
apabila lima unsur pokok kehidupan dapat diwujuctkam dipelihard’

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsupkpdtu, asy-
Syatibt membagi kepada tiga tingkat tujuan syari'ah, yaftu

1. Tingkatdarariyyah

2. Tingkathajiyyah

3. Tingkattaksiniyyah

% Asafri Jaya BakriKonsep Magashid Syari'ah Menurut Al-Syatibét. ke-1 (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 199)m. 70.

% Lima unsur pokok yang dimaksud dalam literatuerlitur hukum Islam lebih dikenal
dengan Usial al-Khamsah dan susunannya adalah agarfal), jiva (), akal (Ja\)

keturunan(J..d! ) dan hartg W) .)

% Asy -Syatibi, Al-Muwafagat, him. 17.
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Tingkat daririyyah bertujuan untuk memelihara lima unsur poRbdalam
kehidupan manusia. Sedangkan, tingkataajiyyah dimaksudkan untuk
menghilangkan kesulitaff atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur
pokok menjadi lebih baik. Terakhir, tingk#&/isiniyyah dimaksudkan supaya
manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempn pemeliharaan lima
unsur pokok kehidupan dan tercapai akhlak yangaruakirim al-akhlzq).>®

Tidak terwujudnya aspe#aririyyah dapat merusak kehidupan manusia di
dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaizadtg aspekajiyyah, tidak
sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, téi@mpya membawa kepada
kesulitan bagi manusia sebagaukallaf dalam merealisasikannya. Sedangkan
pengabaian aspef/siniyyah, membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok
tidak sempurné’

Pengklasifikasian maqisid asy-syarah oleh asy-Sgtibi ke dalam
darariyah, hajiyah, dantaksiniyah, pada hemat penyusun mengisyaratkan bahwa
betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokolatam kehidupan manusia.
Dengan ungkapan lain, memahami hukum yang benauslaar melalui
pemahamamadisid asy-syarah yang baik.

Dalam memahammadisid asy-syarah, asy-Syitibi mengejawantahkan
pemikirannya ke dalam empat cara, dan disimpulkah ésafri Jaya Bakri ke

dalam tiga cara, yaitu:

37 Ibid., him. 20.
%8 |bid., him. 21.
3 Ibid., him. 22.

40 Asafri Jaya BakriKonsep Magashid Syari’ah)m. 72.
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1. Melakukan analisis terhadap lafal perintaitgmr) dan laranganaf-
nahy).*

2. Penelaahafillah **al-amrdanan-nahy.

3. Analisis terhadap sikap diaasy-Syiri’ *° dari pensyariatan sesuatu.

Beralih kepada pencatatan perkawinan, hemat penyupencatatan
perkawinan harus dianggap sebuah peristiwa hukurg ganting, karena melalui
pencatatan perkawinan akan diterbitkan akta nikdlagai bukti otentik sekaligus
jaminan bagi para pihak yang terlibat dalam dabatkilari perkawinan.

Ahmad Rafiq, sebagaimana diungkapkan oleh Bahamuddimad dalam

bukunya, pencatatan perkawinan sebagai syarat Ifomii sangat besar

*L Fokus cara ini adalah melakukan penelaahan pdahalmr (perintah) dan lafahahy
(larangan) yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadisara jelas sebelum dikaitkan dengan
permasalahan-permasalahan yang lain. Artinya, kiénklepada makna perintah dan larangan
secara hakiki. Dalam konteks ini suatu perintahungnasy-Sgtibi harus dipahami menghendaki
suatu yang diperintahkan itu dapat diwujudkan atiéakukan. Perwujudan isi dari perintah itu
menjadi tujuan yang dikehendaki olasy-Syiri’ .

42 Bagi asy-Sgtibiillah mengandung arti yang sangat luas yakni kemaslahatan
kemaslahatan dan hikmah-hikmah yang berkaitan dengarintah-perintah, kebolehan,
kemafsadatan yang berkaitan dengan larangan-lamarialam arti‘illah suatu hukum itu
termasuk kemaslahatan dan kemafsadatan itu seRéingertian yang dikemukakannya, di satu
pihak mengandung arti luas dan dinamis. Namuniuidénak kerap menimbulkan kesulitan dalam
menentukan batasan kemaslahatan dan kemafsadatagp d¢inaksud. Pengertian yang
dikemukakan asy-Syibi memang agak berbeda dengan pengertian yang dikdsaukoleh
ulama-ulamausil lainnya. Seperti; AAmidi mendefiniskafillah sebagai pendorong terbentuknya
hukum(@_i;'d\ Je &) dan al-Gaali menyatakariillah adalah sifat yang memberi pengaruh

pada hukum(r\{;w & s\l casgl ) Bagi sebagian besar ulamazl, ‘illah hanya merupakan

indikasi bagi wujud dan berlakunya suatu hukuminie, ‘illah merupakan faktor yang sangat
menentukan keberlakuan hukum. Lihat Asafri JayaiB#&lonsep Magashid Syari’aljm. 96-97.

“3 Analisis ini dibagi ke dalam dua macam. Pertamsasukutkarena tidak ada motif. Sikap
diamasy-Syri’ dalam kaitan ini disebabkan oleh tidak ada ataaktigrdapat faktor yang dapat
mendorongasy-Syiri’ untuk memberikan ketetapan hukum. Akan tetapi pedtang berikutnya
dapat dirasakan manfaatnya oleh umat manusia. 8ebagtoh penerapan hukum Islam yang
muncul setelah wafat Nabi, seperti pengkodifikasiushaf al-Qur'an. Keduas-sukutvalaupun
ada motif. Sikap ini menurut asy-8ipi, harus dipahami bahwa keberlakuan suatu hukunsharu
seperti apa adanya. Artinya tanpa melakukan peraambdan pengurangan terhadap apa yang
telah ditetapkan. Apa yang telah ditetapkan itylahg diinginkan olelasy-Syri’.
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manfaatnya, setidaknya ada dua manfaat yang dapatbi, yakni manfaat
preventif dan manfaat repreéff.

Berangkat dari fungsi dan tujuan pencatatan perkawi dalam kaidah
hukum Islam, pencatatan perkawinan dan membukti)@mtengan akta nikah,
sangat jelas mendatangkan kebaikan bagi tegakny&elguhan rumah tangga.
Ketentuan tersebut sesuai dengan adagium fikih:

Ehlall e o J5 s

Maqasid asy-syarah dalam pandangan asy-#ipi bisa dipahami melalui
nas baik yang dijelaskan secara jelaksplisi) maupun tidak inplisit). Pada
dasarnya pencatatan perkawinan tidak disebutkaarsgelas, tapspirit dari
adanya pencatatan perkawinan yaitu mendatangkamadiagnatan bagi manusia
itu sendiri.

Penetapan syarat-syarat perkawinan dalam perundatayigan, dalam hal
ini, pencatatan perkawinan, baik dalam UU No.1/198 No0.9/1975, dan KHI
pertimbangannya untuk kemaslahatan.

Ahmad Rofig meyimpulkan, bahwa praktik pemerintadingy mengatur
pencatatan perkawinan dan dibuktikannya denganralkadn, meski secara formal
tidak ada ketetentuan ayat atau sunnah yang medatgkan pencatatan

perkawinan, kandungan maslahatnya sejalan dengdakén syarak yang ingin

“Ahmad RafiqHukum Islam di Indonesjalalam Baharuddin Ahmagukum Perkawinan
di Indonesiahim. 118.

“5 Jahl ad-Din ‘Abd ar-Raman bin All Bakr as-Sugti, Al-Asyhih wa an-Nagir fi al-
Fura', (Beirit: Dar al-Fikr, 1995), him. 63.

¢ Baharuddin Ahmad{ukum Perkawinan di Indonesialm. 106.
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mewujudkan kemaslahatan bagi manuéfa.Tentunya, kemaslahatan dari
pencatatan perkawinan dapat memelihara lima unskokpkehidupan, secara

berturut-turut adalah: agama, jiwa, akal, keturyrmkam harta.

Lebih lanjut, Khoiruddin Nasution menyatakan bahkeanungkinan lain
dalam penetapan pencatatan perkawinan sebagait sga@atau rukun
perkawinan adalah menggunakan teori bahwa negahalb menetapkan hukum

untuk kepentingan warga negaranya, sesuai dengaahkikih:

aodall byw degll e ol

Dari uraian di atas tampak bahwa konsepgisid asy-syarah sangat
berperan besar dalam memberikan pemecahan terl@odadpematika hukum

perkawinan yang muncul dewasa ini lebih-lebih tdapapencatatan perkawinan.

F. Metode Pendlitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian pustakiardry researcl), yang mana
lebih mengutamakan bahan perpustakaan sebagai sutab&nya.
2. Sifat Penelitian
Penelitian pustaka ini lebih bersifdskriptif-analisisdankomparatif Yang

dimaksud dengan penelitialeskriptifadalah menyajikan fakta secara sistematik

471bid., him. 120.

“8Jakil ad-Din as-Suyiti, Al-Asyhih wa an-Naair, him. 84.
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sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpuffafang dimaksud “fakta”
dalam penelitian ini adalah konsep pencatatan panka dalam Kitab Fikih dan
Undang-undang Nomor 1/197Adapun analisis di sini adalahanalisis dalam
pengertianuszl al-figh, yakni meneliti eksistensi pencatatan perkawinangdn
analisismadgisid asy-syar ah. Dengan analisis ini, dapat diketahui sejauh mana
urgensi pencatatan perkawinan bagi pelaku niiai dalam kehidupan sosial.
Sedangkarkomparatif adalah membandingkan konsep pencatatan perkawinan
dalam Kitab Fikihh dan UUP.

3. Teknik Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini melipusitad primer, data

sekunder, dan data tersier.

a. Data primer penelitian ini adalah Undang-undang Biorh Tahun 1974
tentang Perkawinan, kitab fikih baik berbahasa Amadupun Indonesia,
seperti:Kifayah al-Akhyir fi Hal Gayah al-lkhtsar karya Tag ad-Din Abi
Bakr bin Mithammad aldlusain, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan
Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesiian Hukum Islam
karya Neng Jubaedah, dalukum Perdata (Keluarga Islam Indonesia dan
Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: $taejarah, Metode
Pembaruan, dan Materi & Status Perempuan dalam Régingan-
undangan Perkawinan Muslikarya Khoiruddin Nasution, dan Kkitedd-

Muwafagat karya asy-Satibi.

49 Saifuddin AzwarMetode Penelitiancet. ke-9 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hl
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b. Data sekunder penelitian ini meliputi kitab terjéraa fikin serta pendapat
para ulama kontemporer yang relevan dengan pemeiiti.
c. Data tersier penulis peroleh dari buku, website, jdanal yang tidak terlalu
penting namun ada hubungannya dengan tema pendtitia
4. Pendekatan
Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakanlaidgendekatan
normatif, yaitu pendekatan terhadap pencatatanapén@an berdasarkan al-
Quran dan as-Sunnaldan juga menggunakan pendekatanl al-figh dengan
pisau analisisnmaqisid asy-syar ah. Penyusun menganalisis bagaimana urgensi
pencatatan perkawinan dalam kehidupan sosial felgku nikahsirri. Dengan
demikian, pendekatan ini dapat diramu dan dimakésatsebagai kerangka
teoritik °° untuk memperkuat relevansi teamagisid asy-syarah dan kasus
hukum dalam kajian hukum Islam.
5. Metode Analisa Data
Dalam bagian ini, penyusun menggunakan metodet&tibanilisisinduksi-
komparasi Induksi dalam penelitian ini yaitu berangkat dari praktikah sirri
kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umumuyaesatau tidak sesuaikah
dengan ruh hukum Islam (tujuan syarak) pencatatgkaginan bagi pelaku nikah
sirri tersebut. Sedangkakomparasiyaitu membandingkan konsep pencatatan

perkawinan dalam Kitab Fikih dan Undang-undang N®174.

%M. Amin Abdullah dkk. Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipl, cet.
ke-1 (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunanjigé, 2006), him. 77.
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G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan ini penyusun membagi menjadibiaba Bab pertama
memuat pendahuluan yang berisi latar belakang mfasalmusan masalah,
tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangkdiseonetodologi penelitian, dan
yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua mengkaji konsep umum perkawinan. Batemdiri dari definisi
dan status perkawinan, rukun dan syarat perkawtoargn perkawinan, dan asas-
asas perkawinan.

Bab ketiga menelaah konsep pencatatan perkawitamdé&tab Fikih dan
Undang-undang Nomor 1/1974. Pembahasannya teriri kibnsep pencatatan
perkawinan dalam Kitab Fikih dan Undang-undang Nomhd974, kemudian
pembahasan relevansi pesta perkawinan dengan atmcgberkawinan, dan
pandangan ahli hukum terhadap pencatatan perkawinan

Bab keempamenganalisis eksistensi pencatatan perkawinan texdgpat
dalam UUP dan Kitab Fikih dengan perspehidqzsid asy-syarah bagi pelaku
nikahsirri, juga disertai dengan pendapat para pakar hukumgareanalisis ini,
diharapkan dapat diketahui eksistensi pencatatakawean dan implikasinya
terhadap corak pemikiran para pakah hukum di Insianserta mendapatkan
penjelasan yang tajam tentang urgensi pencatat&avp@an bagi pelaku nikah
sirri di Indonesia.

Bab kelima penutup, berisi kesimpulan dan saransirigulan untuk
mempertegas kembali intisari dari penelitian inrtsememperlihatkan letak

signifikansi penelitian ini dengan penelitian selbbehya, dengan memberikan
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konklusi terhadap eksistensi pencatatan perkawidalam Kitab Fikih dan
Undang-undang No. 1/1974 perspektifigisid asy-syar ah, sedangkan saran
ditujukan bagi para peneliti yang akan mengkaji afe@smasalah yang berkaitan

dengan tema skripsi ini lebih lanjut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesmpulan
Setelah penyusun mengadakan pembahasan terhadalaimgang ditarik

dari pokok bahasan dan analisisagisid asy-syarah terhadap pencatatan

perkawinan dalam kitab fikih dan Undang-undang Nofndahun 1974, akhirnya
penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep Walimah dalam Kitab Fikih dan Pencatatan Perkawinan dalam
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan
Implikasinya terhadap Pemikiran Pakar Hukum:

a. Konsep Pencatatan Perkawinan dalam Kitab Fikih
Pencatatan perkawinan dalam kitab fikih dikenalgdenistilah Wwalimah

al-‘urs”. Walmah diadakan ketika acara akad perkawinan berlangsatay

sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencagimya) atau sesudahnya.

Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaag lyarlaku di masyarakat.

Menurut jumhur ulama, mengumumkan perkawinan kdilpurerupakansunnah

mu’akkad Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw. tentang pErinmengadakan

resepsi perkawinan juga berdasarkan surat al-Badaja282 tentang pencatatan
dalam bidang muamalahWalimah bertujuan untuk mengumumkan suatu
perkawinan di tengah masyarakat setempat sebabaalseperistiwa hukum.

Lebih dari itu,walimahsebagai sarana untuk mendapatkan pengakuan maayarak

terhadap pasangan laki-laki dan perempuan yang kateniagar tercapai

ketentraman psikologis dalam berumah tangga (kgdusakinah).

76
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b. Konsep Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undamgolNd Tahun

1974 Tentang Perkawinan

Pencatatan perkawinan dalam UUP dengan tegas dkayatlalam Pasal 2
ayat (2), “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurutgberan perundang-undangan
yang berlaku”. Kemudian, proses pencatatan perkawiya diatur dalam PP
Nomor 9 Tahun 1975. Adapun tujuan diberlakukanngacptatan perkawinan
sebagai syarat formil perkawinan adalah untuk meaittan jaminan pengakuan
masyarakat supaya tercapai keluarga yang bahagia kd&aal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa, juga sebagai penertibbaadap praktik perkawinan
di bawah tangan.

Dari kedua konsep pencatatan perkawinan di atasjusen menegaskan
kembali bahwa perintah pencatatan perkawinan d&aat fikin terkandung
secara implisit dalam hadis Nabi Saw. tentaradfmah dan surat al-Bagarah (2):
282 tentang pencatatan dalam bidang muamalah. @etlaperintah pencatatan
perkawinan dalam UUP terkandung secara ekspligtduld konsep pencatatan
perkawinan tersebut mempunyai tujuan yang samaukunnhendapatkan
pengakuan masyarakat supaya tercapai keluargabgdnagia dan kekal (keluarga
sakinah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

c. Implikasi

Adanya perbedaan dan persamaan konsep pencatteawman dalam

kitab fikih dan UUP berimplikasi kepada dua coramikiran pakar hukum di

Indonesia.
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Pertama, corak pemikiran yang tekstual. Pemikiragpesdi ini
mengakibatkan hukum Islam terasa rigid dan mengdkdim maraknya praktik
perkawinan di bawah tangan di kalangan masyarakdobnkesia. Sementara,
pemikiran yang kedua bersifat dinamis. Corak pemikiini mengakibatkan
hukum Islam terasa dinamis, karena hukum Islamdrarpdalam memecahkan
permasalahan-permasalahan hukum yang timbul. Datanteks pencatatan
perkawinan, fikih munakahat dapat lebih berperanlamda memecahkan
problematika hukum dan memberikan kontribusi teapaggembinaan hukum
Nasional.

2.  Urgens Pencatatan Perkawinan bagi Pelaku Perkawinan di Bawah

Tangan (Sirri)

Dengan analisisnagisid asy-syarah urgensi pencatatan perkawinan bagi
pelaku perkawinan di bawah tangan yaitu pencatpakawinan (akta nikah)
sebagai bukti otentik bahwa perkawinan telah tejjagh keberadaan akta nikah
secara hukum memegang peranan yang sangat pektiigysnya dalam upaya
mempertahankan dan melindungi hak-hak para pihag terlibat dalam dan/atau
akibat dari perkawinan serta untuk membuktikan kalswatu peristiwva hukum
telah dilakukan.

Dengan ungkapan sederhana, pencatatan perkawitam danah hukum
dan sosial dapat memelihara dan menjaga lima ymskok kehidupan (agama,
jiwa, akal, keturunan, dan harta) pasangan suarndan keturunannya. Sehingga

tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam hukum gpérian Islam dan
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu rumah targgenonis dan abadi

(keluarga sakinah) akan tercapai dan terpelihara.

B. Saran

Skripsi ini hanyalah salah satu cara bagaimana ikegpiy problematika
hukum perkawinan di Indonesia. Skripsi ini lebihmiekuskan kepada konsep
pencatatan perkawinan dalam kitab fikih dan Undamdang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan. Kedua konsep ini beriraplikkepada corak
pemikiran pakar hukum di Indonesia. Kedua corak ikieam ini, di satu sisi
menimbulkan maraknya praktik perkawinan di bawagasa. Sehingga, penyusun
membahas juga urgensi pencatatan perkawinan bkdiupperkawinan di bawah

tangan dengan pisau analisiaqgisid asy-syarah.

Untuk itu, masih banyak aspek lain yang bisa ditetleh peneliti
selanjutnya mengingat baru sebagian masalah yaatgirsapenyusun kaji dari

pencatatan perkawinan.

Dan tentunya, berkaitan dengan skripsi ini pengusengharapkan saran
dan kritik yang konstruktif dari para pembaca gumamperbaiki kesalahan atau
kekurangan yang ada. Selain itu penyusun senddarsdahwa karya ini
merupakan karya pertama dari proses panjang peragaarb spiritual juga
pendewasaan intelektual penyusun, sehingga maaiisa@imungkinkan jauh

dari kesempurnaanTfada gading yang tak retdkbegitulah pepatah menyatakan.
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LAMPIRAN I.

TERJEMAHAN

BAB

HLM

TERJIEMAHAN

Wahai orang-orang yang beriman,apabila kamu
melakukan utang piutang untuk waktu yang

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

12

25

Rasulullah Saw. melihat bekas kuning pada
Abd al-Rahman bin ‘Auf. Nabi Saw. bertany
“Apakah itu?”Abd alRahman bin ‘Auf
menjawab: saya baru saja menikahi seofr
perempuan dengan (maskawin) berupa e

d
a-’

ang
mas

seberat biji kurma”. Rasulullah Saw. bersabda
“Semoga Allah memberkahimu, buatlah
walimah, meskipun hanya dengan menyembelih

seekor kambing”.

18

45

Menolak kemudaratan lebih didahulukan

daripada memperoleh kemaslahatan.

19

48

Tindakan pemimpin terhadap rakyat bergan
pada kemaslahatan.

26

13

Dan (ingatlah) ketika Kami mengam
perjanjian dari para nabi dan dari engk
(sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa pu
Maryam, dan Kami telah mengambil d
mereka perjanjian yang teguh

26

14

-Dan bagaimana kamu akan mengambi
kembali, padahal kamu telah bergaul satu s
lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (is
istrimu) telah mengambil perjanjian yang ki
(ikatan pernikahan) dari kamu.
-Dan Kami angkat gunung (Sinai) di at
mereka untuk (menguatkan) perjanjian merg
Dan kami perintahkan kepada mere
“Masukilah pintu gerbang (Baitul Maqdis) it
sambil bersujud,” dan Kami perintahkan (pu
kepada mereka, “Janganlah kamu melang
peraturan mengenai hari Sabat.” Dan kami t¢
mengambil dari mereka perjanjian yang koko

fun

bil
xau
tra
Ar

nya
ama
tri-
nat

as
pka.
ka,
u
la)
jgar
2lah
.

27

19

Tidak akan sah pernikahan kecuali disaks
dua orang saksi yang hadir di majlis akad nik

k
ah.

27

20

Ramaikanlah pernikahan, laksanakatr
pernikahan itu di masjid-masjid dan pukull
untuknya rebana.

nlah
ah

28

22

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuha

nmu

yang telah menciptakan kamu dari diri yang s

atu




(Adam), dan Allah menciptakan pasangan
(Hawa), dari (diri) nya; dan dari keduanya All
memperkembangbiakkan laki-laki d
perempuan yang banyak. Bertakwalah kep
Allah yang dengan nama-Nya kamu sal
meminta, dan (peliharalah) hubung
kekeluargaan. Sesungguhnya Allah se
menjaga dan mengawasimu.

nya
ah
an
ada
ng
an
alu

30

30

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpas
pasangan agar kamu mengingat (kebes
Allah).

ang
aran

30

31

Setiap perempuan yang dinikahi dengan az
izin walinya, maka nikahnya batal.

ANpP

30

32

Tidak ada pernikahan tanpa seorang wati
dua orang saksi yang adil.

30

33

a. Saya nikahkan, dan saya kawinkan a
perempuan saya bernama (anu) un
saudara, dengan maskawin Rp.100.00(
kontan.

saya dengan mas kawin yang te
disebutkan.

32

38

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)+algh
Dia menciptakan pasangan-pasangan untu
dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung
merasa tenteram kepadanya, dan

menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayj
Sungguh, pada yang demikian itu benar-bg
terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) |
kaum yang berpikir.

33

39

Dan orang-orang yang memelih
kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mer¢
atau budak yang mereka miliki; ma
sesungguhnya mereka dalam hal ini i
tercela. Barangsiapa mencari di balik itu, m
mereka itulah orang-orang yang melamj
batas.

33

40

Dan orang-orang yang memelih
kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mer¢
atau budak yang mereka miliki; ma

da

nak
tuk
D,00

b. Saya terima nikah dan kawinnya (anu) untuk

lah

kmu
dan
Dia
ang.
pnar
Dagi

ara
bka
ka
nda
aka
bau

ara
cka
ka

sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada
tercela. Barangsiapa mencari di balik itu, maka
mereka itulah orang-orang yang melampau

batas.

33

41

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari pu

asa

bercampur dengan istri-istri kamu, mereka

itu



adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah
pakaian bagi mereka. Allah mengetahui
bahwasannya kamu tidak dapat menahan
nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu
dan memberi maaf kepadamu.

33

42

Istri-istrimu  adalah ladang bagimu, maka
datangilah ladang itu kapan saja dengan cara
yang kamu sukai.

33

43

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin
hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga
Allah memampukan mereka dengan karunia-
Nya.

34

44

Maka barang siapa yang membenci sunahiu, d
bukan dari golonganku.

34

45

Nikahlah dengan perempuan yang penuh kasih
sayang dan subur (produktif), sebab aku bangga
dengan jumlah umat yang banyak kelak di hari

kiamat.

34

a7

Dan hendaklah takut kepada Allah oranggra
yang seandainya meninggalkan di belakang
mereka anak-anak yang lemah, yang mereka
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Qleh
sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada
Allah dan hendaklah mereka mengucapkan
perkataan yang benar.

35

50

...Dan kewajiban ayah memberi makan [dan
pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.
Seseorang tidak dibebani melainkan menurut
kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu
menderita kesengsaraan karena anaknya | dan
seorang ayah karena anaknya...

35

50

...Dan bergaullah dengan mereka secara.patut
Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka,

(maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak
menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan
padanya kebaikan yang banyak.

35

50

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana
kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu
dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk
menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka
(isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang
hamil, maka berikanlah kepada mere¢ka
nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian
jlka mereka menyusukan (anak-anak)mu
untukmu maka berikanlah kepada mereka
upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu




(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu
menemui kesulitan maka perempuan lain boleh

menyusukan (anak itu) untuknya.

35

51

Perbuatan halal yang paling dibenci di Al&ah
adalahtalak (perceraian).

38

Mengabarkan kepada kami Qutaibah,

mengabarkan kepada kamHammad bin
Zaiddari Sabit, dari ‘Anas bin Mlik,
bahwasannya Rasulullah Saw. melihat be
kuning pada diri Abd al-Rahman bin ‘Auf. Na|
Saw. bertanya, “Apakah itu?”Abd al-Rahm

kas
bi
an

bin ‘Auf menjawab: saya baru saja menikahi

seorang perempuan dengan (maskawin) be|

rupa

emas seberat biji kurma”. Rasulullah Saw.
bersabda “Semoga Allah memberkahimu,

buatlah walimah, meskipun hanya dengan

menyembelih seekor kambing”.

38

Rasulullah Saw. mengadakawalimah untuk
sebagian istrinya dengan duad gandum.

57

Rasulullah Saw. melihat bekas kuning paidia
Abd al-Rahman bin ‘Auf. Nabi SAW. bertany
“Apakahitu?” Abd alRahman bin ‘Auf
menjawab: saya baru saja menikahi seofr
perempuan dengan (maskawin) berupa e
seberat biji kurma”. Rasulullah Saw. bersal
“Semoga Allah memberkahimu, buatl
walimah, meskipun hanya dengan menyembg
seekor kambing”.

d
aa

ang
mas
bda
ah
2lih

75

27

Dan Dia tidak menjadikan kesukal

an

untukmu dalam agama...




LAMPIRAN II.

BIOGRAFI ULAMA-TOKOH

1. Imam asy-Syatibi

Abi Ishaq Ibrahim bin Masa bin Mihammad al-Lakhmasy-Sitibi. Beliau
filosof hukum Islam dari Spanyol yang bermazhabiklal Tempat dan tanggal
lahirnya tidak diketahui secara pasti, namun nasyaSaatibi sering dihubungkan
dengan nama sebuah tempat di Spanyol bagian tyaity, Sativa atau Syatiba,
yang asumsinya asy-8ibi lahir atau paling tidak pernah tinggal di sanaa Di
meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Sya’ban t&®0nH atau 1388 M dan
dimakamkan di Gharnata.

Asy-Syatibi tumbuh dewasa di Granada dan sejarah intelektaaérpentuk
di kota yang menjadi ibu kota kerajaan Banu NasrMiasa mudanya bertepatan
dengan pemerintahan Sultan Muhammad V al-GanilByEng merupakan masa
keemasan bagi Granada.

Asy-Syatibi mengawali pendidikannya dengan belajar tata battassastra
Arab kepada Abu Abdullah Miammad bin ‘At al-Fakhkhar, seorang pakar tata
bahasa di Andalusia. Pengalaman tinggal bersamagairsampai dengan tahun
754 H/ 1353 M dan tentang pelajaran-pelajaran ydidgpatnya terrekam dalam
kitab yang disusunya yang berjucaltifadat wa al-Irsyadatataulnsya’at Dari
kitabnya ini dapat dilihat bahwa asyaipi mengusai ilmu bahasa dan sastra
dengan cukup qualified. Guru bahasanya yang kedakta Abu al-Qasim asy-
Syarif asy-Sabti (760 H/ 1358 M).

Beliau mulai belajar fikih pada tahun 754 H/ 1353 &8y-S¥yitibi berguru
kepada Abu Sa’adah Ibn Lubb yang kepada oranghindampir seluruh
pendidikan ke-fikih-annya diselesaikan. Ibn Lublalatl fakih yang terkenal di
Andalusia dengan tingk#éhtiyar, atau keputusan melalui pilihan dalam fatwa.

Dua guru asy-Sitibi yang memperkenalkannya kepada filsafat, ilmu kalam
dan ilmu-ilmu lain yang dikenal dalam klasifikabnu pengetahuan Islam yakni
ilmu pengetahuan tradisionall-‘Ulzm al-Nagliyyahadalah Abu ‘At Mandir az-
Zawawi dan asy-Sydrat-Tilimsani (W 771 H/ 1369M).

Motifasi asy-Sytibi mempelajariusil al-figh berawal dari kegelisahannya
yang menganggap kelemahan fikih dalam menjawalarigah perubahan sosial
terutama dikarenakan oleh metodologi dan filsa@tygng kurang memadai.
Salah satu masalah yang paling membuatnya geldalhrakeragaman pendapat
di kalangan ilmuwan tentang berbagai persoalangdreraan prinsipnura‘ah al-
khilaf atau inklusifitas perbedaan pemikiran yang diganalsebagai wujud
penghargaan atas perbedaan pendapat dengan chaeugeryang sama justru
membuat masalah menjadi semakin kompleks.

Vv



Asy-Syatibi mengangap dengamura‘ah al-khilaf badan hukum seperti
tanpa jiwa, formalismenya akan tetap tanpa regikassifat riil teori hukum tidak
diselidiki. Hukum akhirnya menjadi realitas tersengang terlepas dari realitas
kebutuhan akan aturan main dalam rangka mendapdikarmaslahatan dan
kemudahan hidup. Karya-karyanya merupakan hasgksfkegelisahannya ini.

Karyanya itu mencakup dua bidang: sastra arab ul@pjudensi. Adapun
karya-karya beliau adalalgyarh Jalil ‘ala al-Khulasa fi an-Nahw,'Unwan al-
Ittifag fi'llm al-Isytigaq, Kitzb Uszl an-Nahw, Al-Ifadat wa al-Irsyadat Insya’at,
Kitab al-Majlis, Kitzb al-I‘tisam, Al-Muwifagat, danFatawa.

2. Khoiruddin Nasution

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA., dilahirkani dSimangambat,
Tapanuli Selatan, Sumutera Utara. Beliau adalah besar Fakultas Syari’ah dan
Hukum dan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyaldan Tenaga Pengajar
Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogytka

Karya buku yang lahir dari tangan beliau di antgsarStatus Wanita di
Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangarrkd&enan Muslim
Kontemporer Indonesia dan Malays{a002), Hukum Keluarga di Dunia Islam
Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Maddari Kitab-kitab
Fikih (2003), Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Nega
Muslim (2004), dan Hukum Perdata (Keluarga Islam Indonesia dan
Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: $t&®#jarah, Metode
Pembaruan, dan Materi & Status Perempuan dalam Regngan-undangan
Perkawinan Muslin{2009).

Beliau pernah mendapat penghargaan dari Menterb@elayaan Wanita
R.l. sebagai penulis terbaik di bidang wanita ()99an dari Rektor UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta sebagai penulis terprodukttfQ).

3. NengDjubaidah

Prof. Dr. Neng Djubaidah, S.H., M.H., lahir di Pagthng (Banten), 28
Agustus1948. Pertama masuk Sekolah Rakyat (SekDlasar) di Cianjur,
berpindah-pindah mengikuti lokasi tugas orang teikhir di Sekolah Rakyat 2
merangkap Sekolah di Madrasah Ibtidaiyah di Cileg&anten. Sekolah
Menengah Pertama di SMP 2 Putri Muhammadiyah, Ykaya, Sekolah
Menengah Atas di SMA Muhammadiyah |, YogyakartanBe kuliah di Fakultas
Hukum UGM Yogyakarta. Sarjana Hukum dari Fakultaskéin Ul, Jakarta.
Magister Hukum dari Program Magister Hukum padauRak Hukum UI.

Di antara karya-karya beliau adalaPornografi dan Pornoaksi Ditinjau
dari Hukum Islam(2003,2004,2009),Perzinaan dalam Peraturan Perundang-
undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islg@2010), Catatan Perkawinan
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dan Perkawinan Tidak Dicatat dalam Hukum Tertulis lddonesia Menurut
Hukum Islam(2010), darHukum Perkawinan Islam di Indoneg2005).

Saat ini penulis masih menjadi pengurus di bebeoaganisasi masyarakat,
di antaranya: Anggota Komisi Hukum dan HAM Majdlilama Indonesia Pusat,
Anggota Dewan Pakar Perhimpunan Keluarga BesanaPdislam Indonesia,
Anggota Dewan Pakar Badan Kerja Sama PesantrenuS8dhdonesia, Anggota
Majelis Amanah Pengurus Besar Mathla’ul Anwar, AoiggMajelis Hikmah
Wanita Islam Pusat, dan lain-lain.

4.  Mohd. IdrisRamulyo

Mohd. Idris Ramulyo, S.H., M.H., lahir di Air HajKkecamatan Perwakilan
Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Ba2ét Juli 1938. Jenjang
pendidikannya dimulai dari SD (1951), SMP (1958MAS (1962), Fakultas
Hukum Universitas Indonesia (1970), dan S2-nyanaii¢h di universitas yang
sama (1991).

Karya-karya beliau dalam bentuk buku kurang leliib@ku, di antaranya:
Hukum Perkawinan tentang Nikah, Talak, Ruji®78), Tinjauan Beberapa
Pasal UU No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawitsdam (1986), Talak
dan Nikah yang Dilakukan di Bawah Tangan Sah Menhdukum Islam®1986),
dan Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Segi Nb. 1 Tahun 1974
dan KHI(1996).
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LAMPIRAN II1.

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum
nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi
semua warga negara.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Mgjelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1VV/MPR/1973.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
MEMUTUSKAN:

M enetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.

BAB |
DASAR PERKAWINAN
Pasal 1

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang
bahagia dan kekal berdasarkan K etuhanan Y ang Maha Esa.

Pasal 2

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agama dan kepercayaannyaitu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 3
(1) Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri.
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Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri Iebih
dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana
tersebut dalam pasa 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan
permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasa ini hanya memberi izin kepada
suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila

a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri;
b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
C. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup
Isteri-isteri dan anak-anak mereka

c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-
anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan
bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai
persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian;atau apabila tidak
ada kaber dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena
sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB |1
SYARAT-SYARAT PERKAWINAN
Pasal 6
(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapa umur 21
(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

(3) Daam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan
tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasd
ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang
mampu menyatakan kehendaknya.

(4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak
mampu untuk menyatakan kehendaknya, makaizin diperoleh dari wali orang yang
memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis
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keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan
menyatakan kehendaknya.

(5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3)
dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan
pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan
melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin
setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan
(4) dalam pasal ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang
hukun masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan
tidak menentukan lain.

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas)
tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

(2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi
kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria
atau pihak wanita.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenal keadaan salah seorang atau kedua orang tua
tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal
permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasa ini dengan tidak mengurangi yang
dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Pasal 8
Perkawinan dilarang antara dua orang yang:
a. berhubungan darah dalan garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;

b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara,
antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan
saudara neneknya;

c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;

d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;

e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri,
dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang
berlaku dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi,
kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-
undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cera kawin lagi satu dengan yang lain dan
bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh



dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan
kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11
(1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam
Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12
Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB |11
PENCEGAHAN PERKAWINAN
Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat
untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

(1) Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan
lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah
seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

(2) Mereka yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah
berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di
bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata
mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lain, yang mempunyai
hubungan dengan orang-orang seperti yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa yang karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari
kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah
perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan
pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 16

(1) Pgabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan
apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan
Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.

Pasal 17

(1) Pencegahan perkawinan digukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum
dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada
pegawal pencatat perkawinan.

(2) Kepada caon-calon mempela diberitahukan mengenai permohonan
pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat
perkawinan.
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Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan
menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19
Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.
Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu
melangsungkan perkawinan bilaia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan
dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9< Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang
ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21

(1) Jika pegawal pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan
tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak
mel angsungkan perkawinan.

(2) Di daam ha penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin
melangsungkan perkawinan yang oleh pegawal pencaatat perkawinan akan
diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakkan tersebut disertai dengan
alasan-alasan penol akannya.

(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengaukan permohonan
kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawa pencatat perkawinan yang
mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan
menyerahkan surat keterangan penolakkan tersebut di atas.

(4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan
akanmemberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakkan tersebut
ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.

(5) Ketetapan ini  hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan Yyang
mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat
mengulangi pemberitahukan tentang maksud mereka

BAB IV
BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat
untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23
Y ang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu:
a. Parakeluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
b. Suami atau isteri.
c. Pgabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
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d. Pgabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap
orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan
tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang sigpa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari
kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan
pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3
ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Permihonan pembatalan perkawinan digjukan kepada Pengadilan dalam daerah
hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami isteri,
suami atau isteri.

Pasal 26

(1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawa pencatat perkawinan yang
tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa
dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga
dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau
isteri.

(2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasrkan alasan dalam ayat
(1) pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami isteri dan
dapat memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan
harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan
perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar
hukum.

(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan
perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka
mengenai diri suami atau isteri.

(3) Apabilaancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari
keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup
sebagal suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan
permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

(1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai
kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sgjak berlangsungnya perkawinan.

(2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
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b. suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta
bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain
yang |lebih dahulu.

c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka
memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan
mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V
PERJANJIAN PERKAWINAN
Pasal 29

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas
persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertilis yang disahkan oleh
pegawa pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak
ketiga tersangkut.

(2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas
hukum, agama dan kesusilaan.

(3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

(4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali
bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak
merugikan pihak ketiga

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI
Pasal 30

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga
yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pasal 31

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami
dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
(3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32
(1) Suami-isteri harus mempunyal tempat kediaman yang tetap.

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini
ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan
memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
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Pasal 34

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan
hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur
urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan
kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

BAB VII
HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN
Pasal 35
(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah
penguasaan masing-masi ng sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan
kedua belah pihak.

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunya hak
sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya
masing-masing.

BAB VIII
PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA
Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena:
a. Kematian,
b. Perceraian dan
c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah
Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua
belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri
itu tidak akan dapat rukun sebagal suami isteri.

(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan
perundangan tersebut.
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Pasal 40
(1) Gugatan perceraian digukan kepada Pengadilan.

(2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam
peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ial ah:

a. Baik ibuatau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya,
semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai
penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan
yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapt memberi
kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya
tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya
penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

BAB I X
KEDUDUKAN ANAK
Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan
yang sah.

Pasal 43

(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata
dengan ibunya dan keluarga ibunya.

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya,
bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat
dari perzinaan tersebut.

(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan
pihak yang berkepentingan.

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK
Pasal 45

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan menddidik anak-anak mereka sebaik-
baiknya
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(2) Kewagjiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai
anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun
perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46
(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang
tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bnila mereka itu memerlukan
bantuannya.

Pasal 47

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum
pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama
mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam
dan di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-
barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun
atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak
itu menghendakinya.

Pasal 49

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap
seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang
lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saidara kandung yang telah
dewasa atau pgjabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

a. lasangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
b. la berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk
memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

BAB XI
PERWAKILAN
Pasal 50

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah
melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua,
berada di bawah kekuasaan wali.

(2) Perwakilan itu mengena pribadi anak yang bersangkutan maupun harta
bendanya.
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Pasal 51

(1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang
tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2
(dua@) orang saksi.

(2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain
yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujurdan berkelakuan baik.

(3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya
sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.

(4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya
pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta
benda anak atau anak-anak itu.

(5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah
perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelaaiannya.

Pasal 52
Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini.
Pasal 53

(1) Wali dapat di cabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam
pasal 49 Undang-undang ini.

(2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimna dimaksud pada ayat (1)
pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.
Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah
kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputisan
Pengadilan, yang bersangkutan dapat di wajibkan untuk mengganti kerugian
tersebut.

BAB X1
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
Bagian Pertama Pembuktian Asal-usul Anak
Pasal 55

(1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang
authentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

(2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka
pengadilan dapat mengel uarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah
diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

(3) atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat
kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan
mengel uarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.
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Bagian Kedua
Perkawinan di Luar Indonesia
Pasal 56

(1) Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang
warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana
dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu
dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan
Undang-undang ini.

(2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah

Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat
perkawinan tempat tinggal mereka.

Bagian K etiga Perkawinan Campuran
Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah
perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang
berlainan, karena perbedaan kewarga-negaraan dan sdah satu pihak
berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan
campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula
kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam
Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

(1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebaga akibat perkawinan atau putusnya
perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik
maupun hukum perdata

(2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut
Undang-undang perkawinan ini.

Pasal 60

(1) Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa
syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah
dipenuhi.

(2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah
dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan
campuran maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak
masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan
bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

(3) Jika pgabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan
itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan
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keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi
tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.

(4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka
keputusan itu menjadi pengganti keterangan tersebut ayat (3).

(5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai
kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan
sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61
(1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawal pencatat yang berwenang.

(2) Barang diapa yang melangsungkan perkawinan campuran tampa
memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawa pencatat yang berwenang surat
keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut pasal 60 ayat (4)
Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1(satu)
bulan.

(3) Pegawa pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia
mengetaui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada,
dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum
jabatan.

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat
(1) Undang-undang ini.

Bagian Keempat Pengadilan
Pasal 63
(1) Yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:
a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam.
b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya.
(2) Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

BAB XI1I
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang
tgadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-
peraturan lama, adalah sah.

Pasal 65

(1) dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum
lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah
ketentuan-ketentuan berikut:
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a. Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan
anaknya;

b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang
telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;

c. Semua isteri mempunyal hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sgjak
perkawinannya masing-masing.

(2) Jka Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut
Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan
ayat (1) pasa ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan
berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang
ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(burgelijk  Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwselijk
Ordanantie Christen Indonesia 1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran
(Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan
lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang
ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

(1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang
pel aksanaanya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan,
diatur lebuh lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
padatangga 2 Januari 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO
JENDERAL TNI.
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